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Abstract

This study aims to analyze the collection mechanism of Specific Goods and Services Tax (PBJT) on homestay businesses in West Manggarai Regency, identify the major challenges encountered during its implementation, and formulate optimization strategies to increase local tax revenue and Regional Original Revenue (PAD). A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Regional Revenue Agency of West Manggarai Regency and selected homestay operators using purposive sampling. Data analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the PBJT collection mechanism has implemented a self-assessment system; however, its implementation has not been fully effective due to low taxpayer compliance, limited taxpayer registration and supervision, inadequate utilization of information technology, and the existence of unregistered homestay businesses. The recommended optimization strategies include strengthening tax administration, updating taxpayer databases, improving tax education and outreach programs, accelerating the digitalization of tax services, and enhancing inter-agency collaboration to improve taxpayer compliance and maximize PBJT revenue in a sustainable manner. 
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada usaha homestay di Kabupaten Manggarai Barat, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi penerimaan pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta pelaku usaha homestay yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan PBJT telah menerapkan self assessment system, namun implementasinya belum berjalan optimal karena rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pendataan dan pengawasan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta masih adanya usaha homestay yang belum terdaftar sebagai objek pajak. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan meliputi penguatan administrasi perpajakan, pemutakhiran basis data, peningkatan edukasi perpajakan, digitalisasi layanan, dan sinergi antarinstansi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PBJT secara berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pariwisata menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah yang memiliki potensi destinasi wisata unggulan. Kabupaten Manggarai Barat, sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, mengalami peningkatan kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut turut mendorong berkembangnya berbagai usaha akomodasi, termasuk homestay, yang tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, tetapi juga memiliki potensi sebagai sumber penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bagi pemerintah daerah.

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai usaha penunjang pariwisata, khususnya jasa akomodasi seperti hotel, vila, guest house, dan homestay. Di antara berbagai jenis akomodasi tersebut, homestay berkembang sangat pesat karena menawarkan harga yang relatif terjangkau, memberikan pengalaman menginap yang lebih dekat dengan budaya lokal, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Perkembangan tersebut tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memperluas potensi penerimaan pajak daerah dari sektor jasa perhotelan.

Tabel 1. Target dan realisasi Penerimaan Pajak Homestay
[image: ]
Sumber: Data diolah tahun 2026

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak atas jasa perhotelan termasuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang menjadi salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi penerimaan PBJT memiliki arti strategis karena menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah sekaligus mencerminkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah usaha homestay di Kabupaten Manggarai Barat seharusnya diikuti dengan peningkatan penerimaan PBJT sebagai konsekuensi dari bertambahnya aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata.

Namun demikian, potensi penerimaan pajak homestay belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Meskipun jumlah homestay terus bertambah dari tahun ke tahun, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya pendataan objek pajak, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun pemerintah daerah. Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat juga menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah objek pajak homestay tidak selalu diikuti oleh peningkatan realisasi penerimaan yang optimal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas optimalisasi penerimaan pajak hotel, efektivitas pemungutan pajak daerah, maupun pengembangan homestay sebagai bagian dari sektor pariwisata. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pajak hotel secara umum atau pengembangan usaha homestay sebagai produk wisata. Penelitian yang secara khusus mengkaji strategi optimalisasi penerimaan PBJT pada usaha homestay dengan mempertimbangkan perspektif pemerintah daerah sebagai pemungut pajak sekaligus pelaku usaha sebagai wajib pajak masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik homestay yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat lokal memiliki pola administrasi, kapasitas usaha, dan tingkat kepatuhan yang berbeda dibandingkan hotel berbintang sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada analisis strategi optimalisasi penerimaan PBJT usaha homestay melalui dua perspektif utama, yaitu Badan Pendapatan Daerah sebagai institusi pengelola pajak daerah dan pelaku usaha homestay sebagai wajib pajak. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pemungutan, berbagai hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan PBJT di Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pemungutan PBJT pada usaha homestay, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi optimalisasi penerimaan pajak yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian memperkaya kajian mengenai pengelolaan PBJT pada sektor akomodasi, khususnya usaha homestay. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha homestay terhadap kewajiban perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah karena menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Reformasi kebijakan perpajakan daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengubah struktur pajak daerah, salah satunya melalui pengenalan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagai penggabungan beberapa jenis pajak daerah, termasuk pajak atas jasa perhotelan. Perubahan tersebut bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan daerah (Republik Indonesia, 2022). Sebagai salah satu bentuk jasa perhotelan, homestay merupakan usaha penyediaan akomodasi yang berkembang pesat di kawasan wisata karena menawarkan harga yang relatif terjangkau serta memberikan pengalaman menginap yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat lokal. Pertumbuhan usaha homestay tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga memperluas basis objek pajak daerah. Oleh karena itu, peningkatan jumlah homestay perlu diimbangi dengan sistem pendataan, pemungutan, dan pengawasan pajak yang efektif agar potensi penerimaan PBJT dapat dimanfaatkan secara optimal (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023).

Optimalisasi penerimaan pajak merupakan upaya sistematis pemerintah dalam memaksimalkan potensi penerimaan melalui peningkatan kualitas administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengawasan terhadap wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2023), keberhasilan pemungutan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi pajak yang dimiliki suatu daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pengelolaan pajak yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Dalam perspektif Tax Compliance Theory, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kualitas pelayanan aparatur, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum (Kirchler, 2007). Pada sektor homestay, kepatuhan wajib pajak menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar usaha dikelola oleh pelaku usaha berskala kecil yang masih memiliki keterbatasan dalam administrasi usaha maupun pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan tidak hanya memerlukan pengawasan, tetapi juga edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh kualitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan, serta sinergi antarinstansi pemerintah. Penelitian Pratama dan Rahmawati (2023) menemukan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Sementara itu, Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa edukasi perpajakan dan pengawasan yang konsisten berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sektor jasa. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pajak hotel atau restoran secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji strategi optimalisasi penerimaan PBJT pada usaha homestay, terutama di kawasan destinasi pariwisata super prioritas seperti Kabupaten Manggarai Barat, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis mekanisme pemungutan, hambatan, dan strategi peningkatan penerimaan PBJT pada usaha homestay sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis strategi peningkatan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada usaha homestay di Kabupaten Manggarai Barat. Lokasi penelitian berada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai Barat serta beberapa usaha homestay yang terdaftar sebagai wajib pajak. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen, laporan, dan peraturan perundang-undangan terkait PBJT. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pejabat Bapenda dan pengelola homestay yang memahami proses pemungutan pajak. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada usaha homestay di Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan self assessment sistem, yaitu wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak berdasarkan omzet usaha. Dalam pelaksanaannya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pendataan wajib pajak, verifikasi laporan, serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha homestay.

Meskipun mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, implementasinya belum berjalan secara optimal. Penelitian menemukan masih adanya usaha homestay yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, keterlambatan penyampaian laporan, serta perbedaan antara omzet yang dilaporkan dengan kondisi usaha di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan PBJT belum sepenuhnya mencerminkan potensi pajak yang tersedia.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan self assessment system sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2023), sistem ini hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kesadaran wajib pajak, administrasi yang tertib, serta pengawasan yang memadai dari pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan regulasi saja belum cukup untuk meningkatkan penerimaan pajak apabila tidak diikuti dengan pengelolaan administrasi yang efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariangga et al. (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh akurasi pendataan objek pajak dan konsistensi pengawasan terhadap wajib pajak. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik pada sektor homestay, yaitu bahwa fluktuasi tingkat hunian dan karakteristik usaha skala kecil turut memengaruhi pelaksanaan mekanisme pemungutan PBJT. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pajak pada usaha homestay memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan hotel berbintang karena karakteristik usahanya tidak sepenuhnya sama. 

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Tax Compliance Theory yang dikemukakan oleh Kirchler (2007). Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap regulasi, kualitas pelayanan pemerintah, efektivitas pengawasan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Dalam konteks penelitian ini, rendahnya kepatuhan bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh terbatasnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Widiastuti dan Inayati (2023) yang menemukan bahwa pengelolaan pajak pada usaha homestay menghadapi tantangan berupa keterbatasan administrasi usaha dan rendahnya literasi perpajakan masyarakat. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa kondisi Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi wisata super prioritas menyebabkan dinamika pertumbuhan homestay berlangsung lebih cepat sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pembaruan data secara berkala agar seluruh potensi pajak dapat teridentifikasi.

Strategi Peningkatan Penerimaan PBJT

Berdasarkan hasil penelitian, Bapenda Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan PBJT, antara lain melalui sosialisasi perpajakan, pembaruan basis data wajib pajak, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan kebijakan insentif, seperti tax holiday dan tax amnesty, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif bukan hanya meningkatkan intensitas pengawasan, tetapi juga memperkuat edukasi kepada pelaku usaha homestay. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai tata cara pelaporan dan pembayaran PBJT sehingga mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep tax administration, yang menekankan bahwa optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kualitas pelayanan, kemudahan administrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta mengurangi potensi kesalahan pelaporan. Penelitian Pratama dan Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah melalui peningkatan akurasi data dan efisiensi pelayanan. Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, apabila didukung oleh pendataan yang akurat dan koordinasi antarinstansi, dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan penerimaan PBJT pada usaha homestay.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PBJT memerlukan strategi yang terintegrasi melalui penguatan administrasi perpajakan, peningkatan literasi perpajakan pelaku usaha, digitalisasi layanan, serta sinergi antara Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, dan pemerintah desa. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat kontribusi sektor homestay terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada usaha homestay di Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan self assessment system, di mana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun mekanisme tersebut telah berjalan sesuai regulasi, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan usaha homestay yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, serta ketidaksesuaian data omzet yang dilaporkan. Penelitian juga menemukan bahwa optimalisasi penerimaan PBJT dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pendataan dan pengawasan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta fluktuasi tingkat hunian homestay yang dipengaruhi oleh perkembangan sektor pariwisata. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak daerah dari sektor homestay belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk meningkatkan penerimaan PBJT, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan berbagai strategi, seperti sosialisasi perpajakan, pemutakhiran basis data wajib pajak, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi. Strategi tersebut perlu didukung oleh koordinasi antarinstansi dan peningkatan kesadaran wajib pajak agar penerimaan PBJT dapat dioptimalkan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: a). Bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Badan Pendapatan Daerah, perlu meningkatkan akurasi pendataan usaha homestay melalui pembaruan basis data secara berkala dan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal, serta pemerintah desa/kelurahan agar seluruh potensi objek PBJT dapat teridentifikasi, b). Peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang berkelanjutan mengenai kewajiban perpajakan, sehingga pelaku usaha homestay memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme pelaporan dan pembayaran PBJT, c). Penguatan digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem pelaporan dan pembayaran berbasis elektronik perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah pengawasan, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak, d). Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur pengaruh faktor-faktor seperti kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan, dan efektivitas pengawasan terhadap peningkatan penerimaan PBJT. Penelitian juga dapat diperluas pada sektor akomodasi lainnya sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. 
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maksimalnya pengawasan pemerintah daerah, serta masih adanya homestay yang .

belum terdaftar sebagai pajak daerah.

Tabel 1. 1 Target dan realisasi Penerimaan Pajak Homestay

Tahun Target Realisasi Jumlah objek pajak
2021 150.000.000 122.041.758 20
2022 150.000.000 203.317.298 29
2023 260.000.000 555.367.500 37
2024 727.531.425 628.797.988 61
2025 782.783.955 823.543131 82

Berdasarkan perkembangan jumlah pajak homestay yang cukup pesat tidak

selalu diikiti dengan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini menujukan adanya
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